 SALINAN

'BUPATI KARANGANYAR

', PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
" NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

_ Meﬁimbaﬁg

Méngingat -

SEKRETARL“XT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘ BUPATI KARANGANYAR,

. bahvxfa urusan pemermtahan bidang pelayanan adm1n1stra81

~dan ’pemberl dukungan tugas dan fungsi Dewan ,Pg:rwakllan o

Rakyat Daérah dilaksahakarir- Qle{‘l ', Sekretariat Dewan

Perwakﬂan Rakyat Daerah

|

. bahwa- guna kelancaran dan- ketertlban penyelenggaraanf

|

Pemerlntahan Daerah maka perlu dlatur - Struktur, tugas,

fungs1 dan tata kerja;

. bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagalmana dimaksud pada‘

-huruf a. dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan

\
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Orgamsam Tugas dan

- Fungsi serta Tata Kerja Sekretarlat Dewan Perwax{llan Rakyat’

' Daer}ah

1. _'Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan‘

Daerah daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Provinsi Jawa

- Tengah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemenntahan

. Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2014 :

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

. Kerja (Lembaran Negara chubhk Indonesia Tahun 2020

Non‘lor 245, Tambahan Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesm
Nomor 6573), '



Menetapkari

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

,Perangkat ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indor~}es1a Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Pera{uran Pemerintah Nomor‘ 72 Tahun 2019 tentang
Perugahaﬁ atas Peraturan Pemefinfail Nomor 18 Tahun 2016
tenta’ng Perangkat Daerah (Lenib’éran Negara Republik
Indones1a Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran‘
Nega;a Republik Indonesia Nomo.r 6402),

Pera‘%ui‘an Daerah Kabupaten Kafanganyar' Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabﬁpaten Karanganyar 7(Le'mbafan Daerah Kabupaten

Kardnganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
| )

fDaeITah Kaf)upaten Karangariyar Nomor 67) sebagaimana telah

diubah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan .Daerah Kabupaten Karanganyar
\

Nom‘or 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Pera‘ngkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kab\jlpaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan

Lem\baran Daerah Kabupatcn Karangé.nyar Nomor 1 13);
|

| MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

\

| B

| ' BABI

I KETENTUAN UMUM
\' ' : :
|

f H Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Da‘erah adalah Kabupaten Karanganyar.
Pefnerintah " 'Daerah adalah Bupati sebagai unsur
pe#lyelenggara Pemerintahan  Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Da{erah Otonqm.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

o
|
|
|




10.

PereTngkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah_Pimpinan dari Perangkat Daerah
LinsTur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas :
mer;goordinasikan Perangkat Daerah. |

Dev{(an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar , '

Sekretarlat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan
dukungan terhadap tugas dan fungs1 DPRD.

Sekretaris DPRD adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD. | ‘ B

Jabatan Fungsional adalah 'sekelompok jabatah yang

- berisifungsi dan tugas bérkaitan dengan pelayanan fungsional

yar‘:;g berdasgrkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Subkoordinaicor adalah ‘pejabat fungsional Ahli Muda yang
dlberlkan tugas dan fungsi ‘koordinasi serta pengelolaan
keglatan sesuai bldang tugasnya dalam suatu satuan kerja
sebagalmana diatur peraturan perundang-undangan tentang

|
organisasi dan tata kerja instansi.

|
_ | BAB II

\ _ KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
W Bagian Kesatu
} : Susunan Organisasi
‘ Pasal 2

Sekret:%riat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara

teknis 5perasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

lepman DPRD dan secara administratif bertanggung Jawab

kepada\ Bupati melalui Sekretans Daerah.

|
|
|



Pasal 3
(1) Susuinan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD;

\
b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan :

Z!l - Subbagian Program dan Keuangan;
%. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Rumah Tangga.
c. }gagian Persidangan dan Pcrundang-Undangan,
membawahkan Kelomi)ok Jabatan Fungsional;
d. Bagian Fasilitasi’Pengénggaran dan Pengawasan,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagap Susunan Organisési Sekretariat DPRD sebagaimana
tercaléltum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretaris DPRD

Pasal 4

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretanatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DP!RD serta menyedlakan dan mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD dan melaksanakan hak dan
fungsmya. sesual dengan kebutuhan
|

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas 'sebagaimana dnnaksud dalam
Pasal 4, Sgkretaris DPRD mempunyal fungsi :
penyelenggaraan administrasi kesekrétariatan dan kepegawaian
DPRD; | | -
a. fasiliFasi penyelenggaraan rapat, persidangan dan risalah

DPRD;




b. penyelenggaraan administrasi pr'ogram dan keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan adm1n1stras1 rumah tangga DPRD

B
d. penyelenggaraan kajian perundang-undangan

e. penyelenggaraan adm1n1stras1 humas protokol dan pubhkas1

f. ’.penyelenggaraan fasilitasi penganggaran;

g penjrelenggaraan fasilitasi pengawasan; :

h. penyelenggaraan kerjasama dan asp1ras1,

i. penyedlaan dan pengkoordinasian te.na‘ga ahli yang
d1perlukan DPRD dan

- - pela’ksanaan tugas lain sésuai dengan tugas dan fungsinya.

|
[
| | |
B ‘Bagian Umum dan Keuangan.

Bagian Kedua

|
- Pasal 6
(1) Baglan Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana

pelayanan kegiatan ~umum: dan keuanganA serta

; kesekretanatan DPRD.

(2) Baglan Umum dan Keuangan d1p1mp1n oleh Kepala Bagian

yar’lg berada di “bawah ~dan bertanggungjawab kepada
Sel\«:retaris DPRD. - » | - ! .
| Pasal7

. Kepalai Bagiah Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud
~dalam | ‘Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu Sekretaris
DPRD melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebuakan pemantauan, evaluas1 pelaporan rnehputx pembmaan
ketatausahaan, hukum, keuangan aset, kerumahtanggaan,
kerjasérha, -~ kearsipan, dokumen 7 keorganisasiém - dan

ketatalaksanaan, kepegawalan dan pelayanan administrasi.

J

’ ‘ | _ . Pasal 8
'Dalanjl melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai fungsbi:
a. p!enyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

|
|
|
-

|



. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;

b.

c. penéelolaan administrasi keanggotaan DPRD

d. | pelaksanaan fasilitasi pemngkatan kapas1tas anggota DPRD
e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

f. pelgxksanaan fasilitasi fraksi DPRD;

|

g. penyelenggaraan pengadaan  dan pemeliharaan kebutuhan

rur’nah tangga DPRD;

h. penyelenggaraan pengadaan dan pemehharaan sarana dan
pre/lsarana DPRD; ‘ ‘

i pehyelenggaraan' pengelolaan aset yang menjadi -
' .tar’lggungjawab DPRD ‘

j- penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

k. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran

S?kretanat DPRD

1. pelaksanaan ver1ﬁka31 perencanaan kebutuhan rumah tangga
Sekretanat DPRD;

m. p/elaksanaaﬁ verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat
DPRD; i : |

n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
o. pelaksanaan pengelolaan keuangan P1mp1nan Anggota dan
Sekretarlat DPRD;

p. pengkoord1nas1an pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

q. . ﬁelaksanaan verifikasi  pertanggungjawaban

}Sekretariat DPRD;-

r. pelaksanaan '~ evaluasi laporan

 keuangan

pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Sekretarlat DPRD;

pengkoord1nas1an dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat
DPRD

!,pelaksanaan evaiuasi | pengadministrasian dan akuntansi

‘keuangan Sekretariat DPRD;

u. Hpenyusunan laporan kmer_)a dan anggaran Sekretariat DPRD;
\dan '

( ' pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya;
-

- Pasal 9

Subbaglan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,

di
1p11mp1n oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

b
ert‘anggugg]awab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan,

|

|



Pasal 10

Sl:ibbagian Program dan Kcuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunya1 tugas

- a.

b.

menyusun bahan perencanaan; E- '

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen :
Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun

perubahannya

rnenyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

‘mercncanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

| e s
merencanakan pemverifikasian keuangan;

menjweriﬁkaéi pertanggungjawaban keuangan,;
menfgoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PP’I“K), Bendahara dan pembantu Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) untuk pengajuan Surat Permintaan Pcmbayaran‘ (SPP)
dan Surat Perintah Membziyar Uaﬁg Persediaan (SPM -
UP)’/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahan Uang Persediaan -
(TUj /Belanja Langsung (LS}; B
memver1ﬁka31 perencanaan kebutuhan rumah tangga
memvenﬁkam kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

merencanakan penatausahaan keuangan;
\

me‘nyusun pengadmlnlstra81an dan’ pembukuan keuangan
mengoordinasikan- kepada PPTK dan Bendahara dalam
pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;

me?laksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD;

mengana11s1s laporan keuangan,

. menganal1s1s laporan klnerJa dan

J

me‘,nyusun laporan pertanggungj awaban pengelolaan

‘keuangan.

’ B  Pasal 11

Subbégian Tata Usdha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalamf Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

|

a. m:elaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat
|

DFRD dan pimpinan DPRD;

r
|



b. melaksanakan kearsipan;

c. menyusun administrasi kepegawa1an,

d. menyusun rencana kerJa operasmnal kegiatan pelayanan

admlnlstras1 kepegawaian;
e. menylapkan bahan administrasi kepegawalan

f. 'menganahsls kebutuhan dan merencanakan penyediaan
tenaga ahli;':-dan B

g. menylapkan bahan admmlstra81 pembuatan daftar urut

kepangkatan dan formasi pegawa1

| R

| ~_  Pasal12!
Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b angka 3 mempunya1 tugas: ' , '
a. mengatur dan memehhara kebersihan kantor komplek

Sel‘cretanat DPRD;

b. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek
Sekretanat DPRD; |

c. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretarlat
DPRD

- d. memfasﬂitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan
pertemuan, ' '

e. mengadakan barang dan Jasa kebutuhan perlengkapan
/ sekretanat DPRD;
f.  mendistribusikan dan pengendahan bahan perlengkapan,
g. mgrencanakan pemeliharaan alat-altat perlengkapan;
h. rn{anyediakan,' mengurus, menyimpan dan mengeluarkan
bérang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
1. mengatur pemehharaan dan "pengelolaan bahan bakar
ﬂ kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
J- | mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi
untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD dan

k. mclaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

| : .
| Bagian Ketiga
i . Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

\ . : . Pasal 13
(1) Ba\igian Persidangan dan Perundang-Undangan merupakan
unsur pelaksana pelayanan kegiatan persidangan dan
pefrundang—undangan DPRD.
|



(2) Baglan Permdangan dan Perundang—Undangan dipimpin oleh

Kepala Bagian yang: berada di bawah dan bertanggung]awab
kepada Sekretaris DPRD.

| |
; - ~ Pasal 14 | ,
\[ Bagian ' Persidangan dan i’erﬁndang—Undangan
sebagannana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas
membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan.
per31dangan dan pelayanan perundang-undangan DPRD.
|
l | : Pasal 15
| Dalam | ‘ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 Kepala Bagian Persidangan dan Perundang—Undangan,
mempunya1 fungsi :
a. pelaksanaan - pelayanan kegiafan - persidangan - dan
pex\'uhdang-undangan DPRD; | |
b. pegyclenggaraan kajian peruhdang-undangan;
C. fésilitasi penyusunarf, program pembentukan peraturan
daerah

d. fa51l1tas1 penyusunan Naskah Akademlk dan draf Raperda
: 1mslat1f -, .
e. pel\aksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis
produk penyusunan peraturan pcrundang-undangan,
pez’ugumpulan bahan penyiapan draf Raperda 1n1s1at1f
fas111ta31 penyelengaraan pers1dangan,
peﬁlyusunan risalah rapat;
pengoordinasian pembahasan Raperda;
] pef‘aksanaan verifikasi, koordinasi ' dan evaluasi daftar
_Inv%entaris masalah (DIM); ) N |
k. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah
rapl»at; _ ; , 7
1.  penyelenggaraan hubungan masyarakat;
m. peﬁyelenggaraan publikasi;
pelllyelénggaraan keprotokolan; dan
‘0. pyel“aksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.
|
\1 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawaéan
\’ Pasal 16
(1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakén
‘ unlsur pelaksana unsur pelaksana pelayanan keglatan
Penganggaran dan Pengawasan DPRD.
|
|

|

5w
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(2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin
oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung]awab kepada Sekretaris DPRD. | -

N Pasal 17

Kepé.la ‘ Bagian ‘Fasilitasi Pengénggarah dan Pengawasari "

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas

membantu Sekretaris DPRD' ~dalam memfasilitasi pelaksanaan

penganggaran dan pengawasan DPRD.

: Pa&sal 18 ‘ !

Dalam ]melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD;

b. pelaksanaan ' fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi
pembahasan Kebuakan Umum Anggaran Pr1or1tas Plafon
Anggaran Sementara (KUA PPAS) /Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara
. (KUPA PPAS) Perubahan;

c. pel?ksanaan fasilitasi, bm'em‘veriﬁkasi, dan  koordinasi
peerahasan' Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) /Anggaran Pendapatan BelanJa Daerah Perubahan

(APBDP),

d. pelgksanaan fasilitasi, ver1ﬁka51 dan koordinasi pembahasan

Raperda pertanggungjawaban  pelaksanaan = Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

e. pellaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan

lapbran ketérangan p‘ertanggungjawaban kepala daerah
pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi
f. pembahasan terhadap t1ndak lan_]ut hasil pemeriksaan Badan
| Pemerlksa Keuangan Repubhk Indonesia (BPK RI);

g pelaksanaan fasﬂ1ta51, verifikasi, dan koord1na31 asp1ra31

maTsyarakat

h. pel‘aksanaan fasilitasi, koordmam dan evalua31 rumusan rapat

da}am rangka pengawasan;

i. pelaksanaan fasilitasi, ver1ﬁkas1, dan koordinasi penegakan

kolde etik DPRD;

] }pe’laksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koord1nas1 dukungan-

pengawasan penggunaan anggaran;

1

:
@




(2)

o)

(2)

pelaksanaan fasilitasi, véfiﬁkasi, dan koordinaéi pengawasan
pelaksanaan kebl_]akan,
pelaksanaan fasilitasi, verlﬁka31, dan koord1na51 penyusunan -
pokok—pokok pikiran DPRD;
pela‘tksanaan fasilitasi, ver1f1ka81 dan koord1nas1 persetujuan
kerjasama Daerah; dan
pelékSanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| o

Bagian Kelima

|

f Kelompok _Jabatan Fungsional
.

|

; Pasal 19

Ke‘lompok‘ Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
peLaturan perundang-,undangan “ berada dibawah dan
bejrtang'gungj awab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.

Jdmlah Jabatan Fungéional sebagaiman'a' dimaksud pada
ay’at (1), ‘ditentu‘kan berdasarkan kebutuhan dari beban kerja.
\ \ Lo Pasal 20 .

Kélo’mpok Jabé.tan\ Furigsigrial terdiri dari tenaga fungsional

yang terbagi dalam ’kelorrrlpok “sesuai dengan bidang

’ keahhannya

Jenis dan j jenjang Jabatan F‘ungsmnal sebagalmana dimaksud

p:‘;lda ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

: | . Pasal 21 ,

Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk
Sﬁb‘koordinator paling banyak 3 (tiga) dalam 1 - (satu)
B1dang /Sekretariat. :

JFnlS dan Jumlah bubkoordihator' ditetapkan oleh Bupati atas
usulan Kepala Dinas.

| Pasal 22

Jabat‘an Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab

kepaqa Kepala Dinas Perhubungan melalui Seksi/ Subbagian

dan/ étau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya

yang ; memiliki keterkautan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungs1ona1




BAB IV
TATA KERJA

| ,
% : d ~ Pasal 23

Sekretaris DPRD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

urusan |pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

_ paling sjcdikit 1 (satu) kali dalam setahun.

.!

; ' - Pasal 24
Sekretans DPRD membuat usulan analisis jabatan, peta Jabatan
ana11s1s‘ beban kerja, evaluas1 jabatan dan standar kompeten31
~ jabatan, kepada Bupati.
|

) . Pasal 25

(1) Sekretarls DPRD, Kepala Bag1an, dan Kepala Subbagian,
dalam melaksanakan tugas menerapkan pr1ns1p koordma31

|
1ntegra51 dan sinkronisasi.

(2) Sekretarls DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian
~ melaksanakan ‘tugas menerapkan pr1ns1p perencanaan,
pengorgamsas1an, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Sek\retarls DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

| ; ' ) Pasal 26 | ‘ |
(1) Sekretaris DPRD = Dbertanggungjawab memimpin
mengoordmasﬂ{an dan memberikan pengarahan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Sekretaris DPRD melaksanakan pengawasan tugas bawahan \

dar} mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

y _
[

I Pasal 27

Dalam| melaksanakan tugas di wilayah, Sekretaris: DPRD wajib |

melakukan koordinasi dengan Camat.

‘\ v

} ' ‘Pasal 28
Sekretarlat DPRD dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan
dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi
bers1fat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

|
\
|
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BABV
KETENTUAN PERALIHAN

|
: Pasal 29 ,

(1) Pejaﬁbat yang ada Iﬁada saat berlakunya Peraturan Bupati ini -
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sarnpal dengan d1tetapkannya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

(2) Pejqbat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati -
ini ﬁetap menduduk jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sarrllpai dengan ditetapkannya J abatan Fungsional sesual
dengan ketentuan yang berlaku. .

(3) PeJabat Pelaksana sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
bertanggung)awab kepada pe_]abat administrasi di atasnya.

f ;

. BAB VI

} KETENTUAN LAIN LAIN
|

|

|

| ~ Pasal 30
’Sekrejtariat DPRD dalam }nelaksanak'an\ Urusan Pemerintahan
dan .%tugas pembantuan vdengan Perangkat Daerah provinsi
bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan

pelak{sanaan tugas dan fungsi masing-masing

’i’ Pasal 31 -

| Ketentuan lebih lan_]ut mengenai uraian tugas setiap Jabatan
d1atur\ dengan Peraturan Bupa’u tersendiri.

|

! ;

! BAB VII
|
( - KETENTUAN PENUTUP
[ .
|

| , Pasal 32
Pada séat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susuna{m Organisasi, Tugas Fungs1 dan Tata Kerja pada
Sekretarlat Dewan Perwakilan “ Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor, 104), dicabut dan dmyatakan tldak berlaku.
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, Pasal 33
Peraturan Bupati "ini mulai berlaku pada tanggal

diundarilgkan.
!
Agér ][setiap’ orang mengetahuinya, ‘memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam éerita Daerah Kabupaten Karanganyar. |
| e
| Ditetapkan di Karangahyar
pada tangégl 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

|
\
$
\
|
|
| ttd
l

|

JULIYATMONO

D1undangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desembeq 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR;

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPAT

EN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 100

ROEC
PhEuIIE
fiErs:

ahnan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KA]EHPATEN KARANGANYAR

|
|
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARAN

NOMOR 100 TAHUN 2021 .
TENTANG

KEDUDUKAN, S.USUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

GANYAR.

SERTA TATA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program dan Keuangan

Subbagian
Rumah Tangga

S Sekretaris DPRD
. |
Bagian Umum dan .
Keuangan Bagian Bagian Fasilitasi
Persidangan dan Penganggaran dan
l Perundang-Undangan Pengawasan
Subbagian EARENEARANNEN RN I E ]
|| Tata Usaha dan 1 Kelompok i H] - Kelompok -
Kepegawaian 1 Jabatan Fungsional [T 04  Jabatan Fungsional [
lllllllll " S S A S ] T T I I rrrirvrrIrrIrrl
= " Subbagian

BUPATI KARANGANYAR
ttd

~ JULIYATMONO



